PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program Pembangunan

Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Banten Tahun 2017-2022, perlu dilakukan
penyelarasan terhadap program, arah dan sasaran kinerja
pemerintah daerah serta penganggaran sesuai peraturan

perundang-undangan dibidang keuangan daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, kebijakan pembanguan Daerah perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2017-2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4010);



10.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang—undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;

Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup  Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana
Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi Tahun 2018-2029;



Menetapkan:

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Banten Nomor 26);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
2010-2030;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun

2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7 )diubah sebagai berikut:

1. Lampiran ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7 ) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

2. Diantara Pasal 7 dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A
(1) Program, yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, tetap
dinyatakan berlaku sampai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri
dibidang Perencanaan dan Keuangan Daerah dan/ atau perubahan
perangkat daerah.
(2) Dalam hal perubahan Program sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2019
GUBERNUR BANTEN,

ttd
WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd
AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2019 NOREG
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (10-292/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS MINTONO, SH., M.SI
Pembina Muda Utama
NIP. 19680805 199803 1 010




